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Abstract. This study aims to analyze the implementation of public services in the administrative sector at the 

Batuwarno District Office, Wonogiri Regency. The research employed a descriptive qualitative approach. The 

data sources in this study include informants, research settings and events, as well as supporting documents. The 

sampling technique used was snowball sampling. Data were collected through three main methods: interviews, 

observations, and documentation studies. The validity of the data was tested using four criteria—credibility, 

confirmability, transferability, and dependability. Data analysis was carried out by applying the interactive 

analysis model. The results of the study indicate that: (1) the implementation of administrative services at the 

Batuwarno District Office has not yet been optimal, particularly in terms of facility maintenance and repair, 

which are essential to support efficient service delivery; (2) the main obstacles encountered include insufficient 

facility maintenance and a lack of understanding of administrative procedures among both the public and the 

staff; and (3) efforts undertaken to address these issues include improving coordination with related agencies, 

implementing the SAMBAT PAK CAMAT and DIK SUKMA programs, providing online administrative services, 

and distributing informational brochures and pamphlets on administrative services. 

 

Keywords: Administrative Services; Descriptive Qualitative; Public Service Implementation; Service Facilities; 

Snowball Sampling. 

 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan publik di bidang administrasi pada 

Kantor Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi informan, lokasi dan kejadian penelitian, serta dokumen pendukung. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah snowball sampling. Data dikumpulkan melalui tiga metode 

utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan 

empat jenis pengujian, yaitu credibility, confirmability, transferability, dan dependability. Analisis data dilakukan 

dengan menerapkan model analisis interaktif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan 

pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Batuwarno masih belum optimal, terutama dalam hal pemeliharaan 

dan perbaikan fasilitas yang seharusnya mendukung kelancaran pelayanan; (2) kendala utama yang dihadapi 

meliputi kurangnya perawatan fasilitas serta minimnya pemahaman terhadap prosedur administrasi, baik dari 

pihak masyarakat maupun petugas; dan (3) upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut 

meliputi peningkatan koordinasi dengan dinas terkait, pelaksanaan program SAMBAT PAK CAMAT dan DIK 

SUKMA, penyediaan layanan administrasi berbasis daring, serta pembuatan brosur dan pamflet informasi 

pelayanan administrasi.    

  

Kata Kunci: Fasilitas Pelayanan; Kualitatif Deskriptif; Layanan Administrasi; Pelaksanaan Pelayanan Publik; 

Snowball Sampling. 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Pemerintah berperan penting dalam menyediakan pelayanan publik yang baik bagi 

semua penduduknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik 

merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh 

Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ 

Kota, Pemerintah Kecamatan sampai dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan kepada masyarakat 
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merupakan sebuah pelaksanaan dari tugas dan fungsi aparatur dalam memberikan layanan 

publik. Salah satu instansi yang menjadi peran strategis yaitu kedudukan Pemerintah 

Kecamatan dalam menyelenggarakan layanan publik karena menjadi sorotan langsung baik 

oleh masyarakat maupun instansi lainnya.  

Administrasi kependudukan merupakan aspek penting yang berkaitan dengan seluruh 

fase kehidupan warga negara, sejak kelahiran hingga meninggal dunia. Saat seseorang lahir, 

undang-undang mewajibkan penerbitan akta kelahiran sebagai dokumen dasar yang 

dibutuhkan untuk berbagai keperluan, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), perjalanan ke luar negeri, melamar pekerjaan, hingga melangsungkan 

pernikahan. 

Melihat betapa pentingnya fungsi administrasi kependudukan, pemerintah diharapkan 

mampu memberikan layanan yang berkualitas di bidang ini. Beragam kebijakan, program, dan 

langkah telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan. 

Berbagai kendala teknis yang dihadapi masyarakat dalam proses pengurusan dokumen perlu 

segera diatasi, agar layanan pencatatan sipil dan dokumen kependudukan dapat diakses dengan 

mudah, biaya terjangkau, dan waktu yang efisien (Sentosa, 2019). 

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara wajib memberikan pelayanan yang cepat, 

tepat, transparan, dan akuntabel. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berada di garis 

terdepan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan memiliki peranan strategis dalam 

memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. 

Kecamatan Batuwarno di Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kecamatan yang 

berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam bidang 

administrasi seperti pembuatan surat keterangan, pengurusan dokumen kependudukan, dan 

perizinan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan 

yang perlu dievaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan. 

Observasi yang dilakukan peneliti pada pada Kantor Kecamatan Batuwarno Kabupaten 

Wonogiri, ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi. 

Permasalahan pertama yaitu adanya berbagai keluhan masyarakat yang diperoleh dari kotak 

keluhan masyarakat. Keluhan yang dirasakan masyarakat diantaranya yaitu kualitas pelayanan 

administrasi yang masih rendah dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih relatif 
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lama. Menurut Fandy Tjiptono (2017:4), kualitas merupakan suatu keadaan yang bersifat 

dinamis dan berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, serta lingkungan yang mampu 

memenuhi harapan tertentu. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat dimaknai sebagai 

usaha untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, disertai ketepatan dalam 

penyampaiannya agar sesuai dengan ekspektasi konsumen. 

Permasalahan kedua berkaitan dengan ketepatan waktu dalam proses penyelesaian 

layanan. Dari aspek waktu, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan karena sering mengalami keterlambatan. Misalnya, 

dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), waktu penyelesaian yang seharusnya hanya 

tiga hari dapat memakan waktu hingga satu minggu atau lebih. Kondisi ini terjadi karena bahan 

baku pembuatan KTP, seperti kartu fisik, harus menunggu pengiriman dari kantor pusat 

sehingga memperlambat proses. Faktor tersebut menjadi penyebab utama mengapa waktu 

penyelesaian pembuatan KTP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tiga hari 

kerja. 

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan sikap tanggap pegawai dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya respon dari petugas pelayanan di kantor kecamatan 

menjadi salah satu kendala yang sering muncul. Minimnya perhatian dari pegawai membuat 

sebagian masyarakat kesulitan memahami prosedur yang berlaku di kecamatan. Selain itu, 

ditemukan pula sikap kurang ramah dari sebagian pegawai, seperti tidak menyapa atau 

tersenyum kepada pengguna layanan, serta berbincang dengan rekan kerja mengenai hal-hal di 

luar urusan pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat merasa tidak mendapatkan 

pelayanan yang maksimal. 

Permasalahan terakhir berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana di Kantor 

Kecamatan Batuwarno. Berdasarkan hasil observasi, fasilitas yang tersedia dinilai belum 

memadai, khususnya dari sisi kelengkapan fisik. Hal ini terlihat dari area ruang tunggu atau 

loket pelayanan yang hanya menyediakan beberapa bangku, sehingga tidak cukup menampung 

masyarakat yang sedang menunggu dan menimbulkan kesan kurang nyaman. Ketersediaan 

sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk menciptakan kepuasan masyarakat 

terhadap layanan yang diberikan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pelaksanaan pelayanan administrasi di 

Kantor Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, 2) faktor pendukung dan penghambat 

pelayanan di Kantor Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, dan 3) upaya yang 
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dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan administrasi di Kantor 

Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. 

  

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Batuwarno yang berlokasi di Jalan 

Baturetno–Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, dengan kode pos 57674. Kegiatan penelitian 

berlangsung sejak Januari 2025 hingga Juli 2025. Metode yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian mencakup data 

primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan serta 

wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi 

dokumentasi, termasuk hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Informan 

dalam penelitian ini meliputi Kepala Bagian Umum, pegawai bagian pelayanan, serta beberapa 

masyarakat pengguna layanan. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik 

triangulasi sumber dan metode. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman 

yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: (a) pengumpulan data, yakni pengambilan data 

langsung dari lapangan sebagai bahan utama penelitian; (b) reduksi data, yaitu proses 

menyeleksi dan menyederhanakan data mentah agar fokus pada informasi yang relevan; (c) 

penyajian data, yang bertujuan memudahkan pembaca memahami hasil penelitian secara 

sistematis; serta (d) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara 

berkesinambungan sepanjang penelitian guna memastikan keakuratan, konsistensi, dan 

validitas data secara ilmiah. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berikutnya adalah penjelasan terkait hasil penelitian proses pelaksanaan pelayanan 

publik bidang administrasi di Kantor Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. Data yang 

diperoleh dibahas secara deskriptif melalui penjelasan runtut dengan menggunakan kalimat 

yang mudah dipahami.  

Pelaksanaan pelayanan publik administratif di Kantor Kecamatan Batuwarno telah 

berjalan, namun belum optimal karena masih terdapat keterlambatan dalam penyelesaian 

dokumen seperti KTP dan KK serta kurangnya informasi yang disampaikan kepada 

masyarakat. Dari sisi faktor pendukung, aparatur menunjukkan komitmen dalam memberikan 

pelayanan sebagai bagian dari kewajiban profesi mereka sebagai abdi negara, yang tercermin 
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dari struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang sistematis, pelaksanaan pelayanan 

sesuai SOP, serta inisiatif meluncurkan program inovatif seperti SAMBAT PAK CAMAT 

(Sarana Aspirasi dan Masukan Masyarakat Batuwarno) dan DIK SUKMA (layanan jemput 

bola untuk dokumen administrasi). Program-program tersebut menjadi wujud kedekatan 

aparatur dengan masyarakat sekaligus upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan. 

Komitmen ini juga terlihat melalui kesediaan menerima kritik dan masukan masyarakat serta 

upaya perbaikan berkelanjutan, meski untuk mengoptimalkan kinerja masih diperlukan 

pelatihan etika pelayanan, pengawasan disiplin kerja, dan motivasi aparatur secara berkala. 

Selain itu, keberadaan struktur organisasi yang lengkap mulai dari Camat, Sekretaris 

Kecamatan, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan hingga seksi-seksi pelayanan telah 

mendukung terselenggaranya pelayanan yang lebih terorganisir, dengan pembagian peran dan 

koordinasi yang jelas. Namun demikian, meskipun struktur formal telah terbentuk dengan baik, 

implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterlambatan pelayanan dan 

kurangnya responsivitas sebagian pegawai, yang menunjukkan bahwa struktur organisasi saja 

tidak cukup tanpa kinerja individu dan sistem pengawasan yang baik. Di samping itu, inisiatif 

pembaruan pelayanan melalui program SAMBAT PAK CAMAT sebagai saluran aspirasi 

langsung masyarakat kepada pimpinan, dan DIK SUKMA sebagai layanan proaktif bagi warga 

yang kesulitan mengakses layanan, merupakan inovasi yang berorientasi pada partisipasi 

masyarakat dan peningkatan aksesibilitas pelayanan publik di Kecamatan Batuwarno. 

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung yang memperkuat kualitas pelayanan 

publik di Kecamatan Batuwarno, pada praktiknya masih dijumpai sejumlah faktor penghambat 

yang mengurangi efektivitas pelayanan. Pertama, kurangnya perawatan fasilitas pelayanan 

seperti ruang tunggu dan alat bantu komputer seringkali menurunkan kenyamanan masyarakat 

dan memperlambat proses administrasi. Kondisi ruang tunggu yang terbatas dan sirkulasi 

udara yang kurang baik, serta kerusakan perangkat komputer dan printer akibat minimnya 

perawatan, berdampak pada keterlambatan pelayanan serta menimbulkan kesan tidak 

profesional terhadap instansi. Hal ini sejalan dengan pandangan Kasmir (2016) bahwa fasilitas 

fisik yang tidak terawat akan menurunkan efisiensi pelayanan dan kepuasan masyarakat. 

Kedua, ketidaktahuan masyarakat terhadap alur administrasi juga menjadi kendala serius, 

karena kurangnya pemahaman prosedur menyebabkan kebingungan, kesalahan administratif, 

bahkan penolakan layanan. Temuan ini memperkuat pendapat Ratminto dan Winarsih (2015) 

bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kompetensi aparatur, tetapi 
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juga pada partisipasi aktif masyarakat yang memahami prosedur layanan. Ketiga, respons 

pegawai yang masih kurang responsif juga menjadi hambatan dalam pelayanan, misalnya 

dengan tidak menyapa masyarakat, sibuk mengobrol antarpegawai saat proses pelayanan 

berlangsung, atau enggan memberikan penjelasan ketika masyarakat mengalami kebingungan. 

Rendahnya kesadaran akan pelayanan prima ini memperburuk citra instansi, menurunkan 

kepercayaan masyarakat, dan menunjukkan perlunya pelatihan serta evaluasi kinerja berbasis 

kepuasan publik, sebagaimana ditegaskan oleh Denhardt & Denhardt (2003) bahwa 

responsivitas merupakan aspek penting dari pelayanan publik modern yang menekankan 

empati, interaksi, dan kepedulian. 

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kecamatan Batuwarno telah 

mengembangkan beberapa solusi inovatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah 

satunya adalah program SAMBAT PAK CAMAT, yaitu inovasi berbasis partisipatif yang 

memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran, maupun 

keluhan secara langsung kepada camat, sehingga terjalin komunikasi dua arah yang lebih 

terbuka. Selain itu, diluncurkan pula program DIK SUKMA, yakni layanan proaktif di mana 

aparatur kecamatan mendatangi langsung masyarakat yang mengalami kesulitan dalam 

mengakses pelayanan, seperti lansia, penyandang disabilitas, maupun warga di wilayah 

terpencil. Upaya lain dilakukan melalui digitalisasi layanan, yang bertujuan mempercepat 

proses administrasi sekaligus memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan 

pelayanan. Di samping itu, penyebaran brosur dan pamflet informasi juga menjadi strategi 

penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait alur dan prosedur pelayanan, 

sehingga dapat mengurangi kebingungan sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam proses 

administrasi. 

 

4. KESIMPULAN  

Pelayanan publik di Kecamatan Batuwarno telah berjalan dengan cukup baik dalam 

aspek tampilan fisik (tangible) dan keandalan (reliability), ditunjukkan melalui penampilan 

petugas yang rapi, tersedianya sarana prasarana penunjang, serta kemampuan dasar petugas 

dalam melayani masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan seperti 

kurangnya perawatan fasilitas, serta keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh 

sebagian pegawai yang menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan administrasi. Dalam 

hal ketanggapan (responsiveness), Kecamatan Batuwarno telah menunjukkan inisiatif yang 
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baik melalui peluncuran program SAMBAT PAK CAMAT dan DIK SUKMA, sebagai wujud 

keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Namun, pelaksanaan pelayanan masih terkendala 

oleh kedisiplinan dan sikap sebagian petugas yang belum responsif dan kurang sigap dalam 

menangani langsung kebutuhan masyarakat di tempat pelayanan. Pada dimensi jaminan 

(assurance), transparansi biaya pelayanan sudah cukup baik karena tidak adanya pungutan 

dalam layanan administrasi umum, tetapi masih terdapat ketidaktepatan waktu dalam 

penyelesaian dokumen yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

efektivitas pelayanan. Faktor pendukung pelayanan di Kecamatan Batuwarno antara lain 

dukungan dana dari pemerintah daerah, kemampuan pegawai yang memadai, terjalinnya 

hubungan baik dengan perangkat desa dan pemangku kepentingan, serta adanya kritik dan 

saran membangun dari masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi meliputi 

kurangnya perawatan dan perbaikan fasilitas, keterbatasan penguasaan teknologi informasi 

oleh sebagian pegawai, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai proses administrasi. 
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